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TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Ribu Sepuluh, yahg bertanda tangan di bawah ini :

ungan Anak Kab. Halmahera Barat, yang selanjutnya di sebut

sF-/ l PIHAKKESATU.

2;', o, Apt, M. Kes

,.: ah Sakit Umum Daerah Jailolo, Yang selanjutnya di sebut PIHAK KEDUA.

3, AdhiSatya Perkasa, SlK, MH

Kepala Kepolisian Resort l-lalmahera Barat, yang selanjutnya di sebut PIHAK KETIGA.

Selanjutnya secara bersama'sama disebut sebagai PARA PIHAK.

Dengan mempertimbangkan hal-hatsebagai berikut , 
.

1, Kesadaran akan Hak Azasi Perempuan dan anak adalah Hak Azasi Manusia.

Z. Bahwa adarrya kecenderu, rqan peningkatan korban dan kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

3, Belu an rnaksirnal korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.

,*) + Dipe cyanan terpadu oleh instansi terkait untuk memberikan perlindungan terhadap

pere an kekerasan

Dengan mengingat:

1. Undang-undang Nomor4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk

Diskriminasi terhadaP Wanita;

3. Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang HAM;

4, Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

S. Undang.undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga;

6. Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

7 , Kepprcs Rl No. 36 tahun 1 990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak;

B. peraturan Bupati Nomor 36 A tahun 2009 tentang Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemherdayaan

Perempuan dan Anak. .z

Berdasarkan kewenangan dan jabatan masing-masing, Para Pihak sepakat untuk mengadakan kerjasama dalanr

pelayanan Terpadu Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, d n ketentuan sebagai berikut :



Korban trek,na$aq,Qdalah 
perempuan dan Anak yang meniadi korban kekerasan baik fisik, psikis maupun seksual'

r kekerasan adalah Pelayanan korban kekerasan yang dilaksanakan secara bersama-sama

dan perawatan secara fisi'k, psikis serta pelayanan sosial dan hukurn'

(PPT) adalah tempat dilaksanakannya pelayanan korban kekerasan di Rumah sakit umum

I

(RPK) adalah tempat di mana korban kekerasan di terima oleh Polwan apabila melaporkan

Daiam

Pelayanan
dalam

Pusat

adalah lembaga atau panti vans bertuiu*..unq!,ry-T!:ifl f!1lytg'n 
awal kepada

;;[][ffi ';?ilffi ;;ffffi;' #;;il ffi ;;il ffi ,,,, u"'tan per avan an r e bi h i nten s if

r / pusat trauma adarah rembaga atau panti yang menjadi pus.at pemuNihan (penurunan/penghilangan)

tis vanq diatami rooan're[ailkibiiiindrk r6teiasan yang dialaminya atau anggota keluarganya'
yang

ini adalah terciptanya pelayanan korban kekerasan yang bermutu berupa :

iini-m.ngrtur tentang penatalaksanaan pelayanan terpadu korban kekerasan yang meliputi aspek medis,

dan.hukum

SARANA DAN FS"ASARANA

PASAL 4

A

t.

PELAKSANMN
PASAL 5

Pelaksanaan pelayanan terpadu terdiri dari Dokter dan

nrfe,j atrm, dtn gin p*f.ti, soci al secara terpad u di'bawah

l.Kemudahan,kenyamanai'1,'.ianlieselainaianbagixc;ban': 2. Efektifitas dan efesiensi proses pelayanan kcrban'

3. Keadilan dan kePastian hukum'

RUANG':UNGKUP iPASAL3 ,



2. Dalanr hal-halterietiu apufuila tlipendang periu iiurban kekerasan di beri bantuan hukum.

IA iA LA(SI\I'IA PELAYANAN TERPADU

PASAL 6

Korban kekerasan oapat melapor ke Kantor Pcriisi dalam hal ini RPK atau langsung ke PPT di Rumah Sakit.

Dalam hal, korban mengalamikekerasan yang datang ke PPTdapatdidampingioleh pengurus P?TPZA ke RPK.

Korban yang melapor ke kantor polisi segera di bawa ke PPT di Rumah Sakii

Di PPT Rumah Sakit korban segera ditangani sesuei prosedur'

Setelah pemeriksaan dan pengobatan awal, bila diperlukan korban di rawat atau ditempatkan pada ruang khusus

(sernentara) untuk pelayanan lain yang dibuiuhkan, seperti : perawatan medik lanjut, psikilog, social atau

pemeriksaan ciaiam rangka ptoses penyelidikan dan penyidikan.

bita Oipenufan perawakn inap lanjut, setelali acla pemeriksaan dari psykolog korban dapai citenipatkan pada

ruang perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pengobatan dan perawatan.

Setetan korban sembuh dan selesai seluruh pelayanan termasuk proses hukumnya, korban oapat dipulangkari

atau dititipkan pada Rumah Perlindungan, trauma Center untuk pemulihan sosial dan mental,

1.

t.
3.
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5.
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7.

. TUGAS DAN,,TANGGUNG JAWAB

Dalam pelayanan terpadu korban kekerasan, masing-masing pihak sepakat untuk :

1, Pihak Kesatu :

a, Memberikan bantuan hukum,

. b. Menyiapkan fasilitas rumah aman.

q. Mendorong masyarakat, untuk berperan serta dalam pencegahan dan penanganan korban kekerasan.

d, Mengadakan pelatihan-pelatihan yang menunjang PPT di Rumah Sakit.

e. Melakukan sosialisasi.

..2. Pihak Kedua :t.. a. Menyiapkan sumber daya manusia berupa tenaga medis dan para medis yang bekeqa di rumah sakit Umum

Pqerah.' b. Menyiapkan fasilitas pelayanan terpadu di rumah sakit Umum Daerah,

c, Mengadakan pelatihan-pelatihan.

' d, Mqngembangkan panduan/pedoman, standard dan prosedur pelayanan.

=-, e, Melakukan sosialisasi,

3. Pihak Ketiga :.: g. Menyiapkan PenyidiUPenyidik Pembantu Polwan yang tergabung dalam RPK untuk menangani proses

hukum,
b. M6mb0rikan pelayanan pengawalan secara fisik kepada korban, apabila diperlukan.

. c, Mengembangkan panduan/pedoman, standar dan prosedur pelayanan RPK dan PPT.

d. Melakukan sosialisasi.

KOORDINASi DAN KOMUNIKASI
PASAL B

Para Pihak sepakat rner,unjuk pejabat dari masing-masing instansi untuk menangani pelaksanaan kesepakatan

bersama ini.

Untuk kelancaran joii:n;';e pelaksanaan kesepakaierr bersama ini

pada butir 1 sekurang.kurangnya 3 bulan sekali yang

dan Perlindungan Anak Kab. Halmahera Barat.

1.

2.



PIT'IBiAYAAN
PASAL 9

Dalam hal penyediaan dan fasilitas, para pihak sepakat untuk :

1. Memanfaatkan fasilitas ytrng telah dinrilikidan m.,nyiapkan dana dari masing-masing lnstansi clalam mendukung
pelaksanqan Ruang Pelayanan Khusus, Pusat Pelayanan Terpadu, Rumah Perlindungan dan Pusat Trauma.

2.' Mengupayakan sumber pendanaan dari APBN, APBD maupun sumber-sumber lain yang tidak mengikat di
bawah koordinasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

t
' : JANGM WAKTU

PASAL 10

Keagngkatan keflasama dalam penanganan terpadu korban kekerasan ini berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang
untuk jangka waktu yang ditentukan bersama,

PEI'JI.,JTLJP
pASAt- 11

oleh para pihak,
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